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 Shad Sh Es (dengan titik di bawah) ص



 x  
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  Min  M Em م

  Nun  N En ن

  Waw W We و

  Ha’  H Ha ه

  Hamzah  ‘ Apostref ء

  Ya  Y Ye ي

  

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis       Muta’addidah متعدّدة

 Ditulis       ‘iddah عدّة

 

C. Ta’Marbuttah 

Semua ta’ marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun 

berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang
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“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata 

aslinya. 

 Ditulis Hikmah ة ِمِ كِ حِ 

 Ditulis ‘illah ة ِل ِعِ 
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D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

ــــــ  Fathah Ditulis A       ــــــــ ـ
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 Fathah Ditulis  Fa’ala لِ ع ِف ِ
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E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif Ditulis A 

 Ditulis  Jāhiliyyah ة ِی لِ ھِِ جا ِ

2. fathah + ya’ mati Ditulis A 

 Ditulis Tansā ىسِ ن تِ ِ

3. kasrah + ya’ mati Ditulis I 

 Ditulis Karῑm مِ یِ رِ كِ 

4. dhammah + wawu mati Ditulis U 

 Ditulis Furῡd ضِ وِ رِ ف ِ



 

xii 

 

F. Vokal Rangkapsasa 

1. fathah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum مِ كِ نِ ی بِ ِ

2. fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul لِ وِ ق ِ

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan 

Apostof 

 Ditulis a’antum مِ ت نِ أِ أِ ِ

 Ditulis u’iddat تِ دِ عِ أ ِ

 Ditulis la’in syakartum مِ ت ِرِ كِ شِ  نِ ئ لِ ِ

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al” 

 Ditulis Al-Quran آنِ رِ الق ِ

 Ditulis Al-Qiyas سِ یا ِالقِ 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 ’Ditulis As-sama ءِ ما ِالسِ 

 Ditulis Asy-syams سِ مِ الشِ 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

يِ ِوِ رِ الف ِذ و   Ditulis Zawi al-furud ض 

ن ةِ  ِالسُّ  Ditulis Ahl as-sunnah ا ھ ل 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) tahun 2013-2017. Variabel yang digunakan yaitu rasio efektivitas APBD, 

rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, 

rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio harmoni. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari BPK Yogyakarta. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yaitu 

menggunakan uji beda Independent Sample T-Test dan Mann-Whitney dengan alat 

uji SPSS. Hasil penelitian menunjukkan jika terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten/kota di DIY dilihat dari rasio kemandirian dan rasio harmoni. 

Sementara tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota 

di DIY dilihat dari rasio efektivitas APBD, efisiensi APBD, rasio pertumbuhan 

PAD dan rasio derajat desentralisasi fiskal.  

 

Kata Kunci: Rasio Efektivitas APBD, Rasio Efisiensi APBD, Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal dan Rasio Harmoni. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze whether there are differences in the financial 

performance of district / city governments in the Special Region of Yogyakarta 

(DIY) in 2013-2017. The variables used are the ratio of APBD effectiveness, APBD 

efficiency ratio, regional financial independence ratio, PAD growth ratio, degree of 

fiscal decentralization ratio and harmony ratio. Sampling in this study are the 

districts / cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The data in this study 

are secondary data obtained from the Yogyakarta BPK. The analytical tool used to 

determine the differences in financial performance is using a different Independent 

Sample T-Test and Mann-Whitney test with SPSS test equipment. The results 

showed that if there were differences in the financial performance of the district / 

city government in DIY, it was seen from the independence ratio and harmony ratio. 

While there is no difference in the financial performance of the district / city 

government in DIY seen from the ratio of effectiveness of APBD, efficiency of 

APBD, ratio of PAD growth and degree of fiscal decentralization ratio. 

 

Keywords: APBD Effectiveness Ratio, APBD Efficiency Ratio, Regional 

Financial Independence Ratio, PAD Growth Ratio, Fiscal Decentralization 

Ratio and Harmony Ratio. 
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BAB I: 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi menurut America Accounting Association (1996) 

didefinisikan sebagai seni, ilmu (science) maupun perekayasaan (technology). 

Selain itu akuntansi diartikan sebagai sebuah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transasi keuangan dari suatu 

organisasi/entitas yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan. Jika dilihat dari ragam ukuran 

dan bentuk organisasi pengguna informasi akuntansi, maka bidang akuntansi 

dapat di klasifikasikan ke dalam dua bidang utama, yaitu: akuntansi sektor 

privat dan akuntansi sektor publik. 

Akuntasi sektor privat adalah suatu proses akuntansi untuk mencatat 

aktivitas ekonomi perusahaan yang berorientasi pada laba (profit oriented) atau 

istilah lainnya adalah perusahaan swasta. Sedangkan akuntansi sektor publik 

ditujukan bagi organisasi yang bersifat nirlaba, seperti: Yayasan, LSM dan 

Pemerintah (Pramono, 2014). Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan 

transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas seperti segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang 
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atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain 

yang diatur oleh hukum (Mahsun, 2013).  

Pada sektor publik sangat diperlukan sistem pemerintahan yang baik 

guna memaksimalkan pelaksanaan pelayanan publik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah, sehinggga perlu adanya perubahan paradigma lama yang serba 

sentralistis menjadi paradigma baru yang menuntut suatu sistem untuk mampu 

mengurangi ketergantungan dan menghilangkan ketergantungan pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat serta dapat memberdayakan daerah agar 

mampu berkompetisi secara baik. Dengan demikian, perlu adanya otonomi 

daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur 

rumah tangganya sendiri (Setiyanto, 2018).  

Menurut Halim dan Kusufi (2014), otonomi daerah merupakan 

wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan 

pada Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan Otonomi Daerah 

yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan yang mendasar dan besar dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut ditandai dengan 

meningkatnya keinginan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja 

terhadap pengelolaan (Bastian, 2010).  

Dengan demikian melalui otonomi daerah, pemerintah diberi 

keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkannya 



3 

 

 

 

kepada masyarakat (publik) secara akuntabel dan transparan. 

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih inilah yang 

menjadi tuntutan bagi pemerintah (Zuhri & Soleh, 2016). Dengan demikian, 

otonomi daerah membawa konsekuensi/berdampak pada pengelolaan keuangan 

daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah 

(Fidelius, 2013). Pengelolaan keuangan daerah ini harus dikelola secara 

ekonomis, efisien, efektif, tranparansi, dan akuntabel untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Paat, 2013). Untuk itu, pemerintah dengan 

persetujuan DPR–RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang 

pengelolan keuangan negara (Pramono, 2014), yaitu: (1) UU No. 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara; (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; dan (3) UU No. 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga perangkat UU ini merupakan dasar 

bagi institusi Negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (financial 

administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management). 

Melalui Undang–Undang No. 17 tahun 2003, misalnya, Presiden dan 

Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan untuk menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, 

yang meliputi: (1) Laporan realisasi APBN/APBD; (2) Neraca; (3) Laporan 

Arus Kas; (4) Catatan atas laporan keuangan; (5) Dilampiri laporan keuangan 

Negara/daerah dan badan lainnya; dan (6) Disusun sesuai Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan 

tata kelola yang baik (good governance). Karena itu, pemerintah harus 

melakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara melalui reformasi keuangan fiskal yang mencakup: (1) 

peraturan perundang-undangan; (2) kelembagaan; dan (3) system peningkatan 

sumber daya manusia (SDM). 

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ditegaskan bahwa 

pengelolaan harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. 

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam  mengelola keuangan dapat 

dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana diketahui bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dapat 

memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan sosial masyarakat (Paat, 2013). Adapun pihak yang berwenang 

dalam menjalankan kegiatan tersebut adalah pemerintah daerah yang 

berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 1 tentang penyajian 

laporan keuangan. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan 

berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 

dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini digunakan 

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi, 

mengevaluasi efekivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang (Pramono, 2014). 

Selain itu, laporan keuangaan pemeritah daerah berfungsi sebagai dasar 

pengambilan keputusan, sehingga laporan harus dibuat secara sederhana agar 

mudah dipahami oleh pembaca laporan (Hariyanti et al,. 2017). 

Faktanya, tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi 

yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Hal ini 

dikarenakan tidak semua pengguna laporan mampu memahami akuntansi 

dengan baik. Padahal di sisi lain merekapun mengandalkan informasi keuangan 

itu untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, ketidakmampuaan memahami 

dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan 

adanya analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah dengan cara analisis rasio keuangan (Hariyanti et al, (2017). 

Analisis rasio keuangan sendiri didefinisikan sebagai usaha mengidentifikasi 

ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim (2008). 

 Sedangkan analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode 
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sebelumnya. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

antara rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan 

rasio keuangan daerah lainnya. Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah 

daerah ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio efektivitas APBD, 

rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, 

rasio desentralisasi fiskal dan rasio harmoni yang dipergunakan sebagai tolok 

ukur dalam menilai beberapa hal berikut (Halim, 2008): 

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah 

3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan 

daerahnya. 

4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk 

pendapatan daerah. 

5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu.  

Pemerintah Daerah DIY, sebagai pemerintah yang menjalankan 

otonomi daerah, juga harus menjalankan otonomi keuangan yang harus 

dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Dengan kata lain, pemerintah 

daerah DIY harus mempunyai kemandirian dalam pengelolaan  keuangan 

daerah. Berkaitan dengan kemandirian pengelolaan keuangan daerah DIY ini 

berdasarkan opini dari BPK diketahui bahwa pemerintah daerah DIY mendapat 
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WTP terhadap LKPD sejak tahun 2010 sampai sekarang (2017)1. Bahkan, 

opini WTP oleh BPK atas LKPD di Pemerintah DIY juga di peroleh di masing-

masing kabupaten/kota sejak 2012 sampai 2018, sebagaimana dapat di lihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.1  

Opini BPK atas LKPD 

No Nama 

Pemda 

Opini BPK 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Provinsi 

DIY 
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

2. Kota 

Yogyakarta 
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

3. Kab. Bantul WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

4. Kab. 

Sleman 
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

5. Kab. 

Kulonprogo 
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

6. Kab. 

Gunungkidul 
WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP 

Sumber: BPKP, 2019 

Prestasi WTP pemerintah daerah DIY dan seluruh kabupaten/kota di 

Yogyakarta menunjukkan adanya kinerja keuangan yang dikelola dengan baik. 

Meskipun demikian, kinerja keuangan dari masing-masing kabupaten/kota di 

DIY tidak selalu sama (berbeda-beda). Berkaitan dengan kinerja keuangan dari 

masing-masing kabupaten/kota tersebut, adalah menarik untuk di teliti 

mengenai kinerja keuangan yang meliputi rasio efektivitas APBD, rasio 

efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, 

rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio harmoni. Hal ini dimaksudkan untuk 

                                                 
1 http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=10071 di akses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 01.30 WIB 

http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=10071
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mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan; efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan 

pendapatan daerah; sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya; kontribusi masing-masing sumber 

pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah; dan pertumbuhan/ 

perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama 

periode waktu tertentu dari masing-masing pemerintahan kabupaten/kota. 

Berdasarkan hasil analisis sementara pada rasio kemandirian di atas yang 

didukung juga oleh penelitian terdahulu (Sulianti dan Ika, 2012), diketahui 

bahwa jika dilihat dari rata-rata presentase dari ketiga rasio kinerja keuangan 

daerah sebelum dan sesudah otonomi menunjukkan bahwa tidak ada 

peningkatan. Peningkatan hanya terjadi pada tingkat kemandirian 

keuangannya, yakni sebesar 16,75%. Sehingga kinerja keuangan daerah 

Provinsi DIY sebelum dan sesudah otonomi daerah dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan, meskipun tidak signifikan. 

Dengan adanya analisis sementara dan penelitian yang mendukung 

tersebut, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah dari masing-

masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah otonomi 

pada 2013-2017 sesuai dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK, serta ingin 

menguji perbedaan pada keenam rasio disetiap kabupaten/kota di DIY. Dengan 

menggunakan pendekatan komperatif (perbandingan) penelitian ini ingin 

membandingkan kinerja keuangannya dari masing-masing kabupaten/kota di 

DIY, khususnya dalam mengungkap  pada tahun berapa saja kinerja keuangan 
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mengalami peningkatan atau penurunan dalam pengelolaan keuangan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja 

keuangan di kabupaten/kota DIY pada tahun 2013-2017 dengan judul “Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan yang sudah dijabarkan di atas, maka peneliti berusaha 

untuk menguji: 

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika 

dilihat dari rasio efektivitas APBD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 

tahun 2017? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika 

dilihat dari rasio efisisensi APBD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 

tahun 2017? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika 

dilihat dari rasio kemandirian dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 

2017? 

4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika 

dilihat dari rasio pertumbuhan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 

2017? 
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5. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika 

dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dalam kurun waktu tahun 2013 

sampai tahun 2017? 

6. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika 

dilihat dari rasio harmoni dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 

2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan seperti yang dirumuskan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan : 

1. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas 

dan efisiensi APBD pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 

2013-2017. 

2. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio 

kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah DIY dalam kurun 

waktu 2013-2017. 

3. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio 

pertumbuhan pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017. 

4. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio derajat 

desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 

2013-2017. 

5. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio harmoni 

pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah yang ada di DIY dengan menerapkan Rasio Efektivitas APBD, Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi 

Fiskal, serta Rasio Harmoni adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah yang ada di Provinsi DIY 

ditinjau dari teori Rasio Efektivitas dan Efisiensi APBD, Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal, serta Rasio Harmoni dan kemudian untuk 

menganalisis Kinerja Keuangan Daerah yang ada di DIY. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan refensi pemikiran 

Pemerintah Dearah DIY didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna 

meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

perkembangan zaman yang semakin kompetitif. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk media belajar memecahkan 

masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori Rasio Efektivitas dan 

Efisiensi APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, serta Rasio Harmoni 

untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian 

pemerintah daerah DIY.  

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan 

acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi antara lain:  

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, serta membahas sekilas tentang penelitian 

yang dilakukan sebelumnya mengenai perbandingan kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

2. Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi tentang teori relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian 

dan kerangka teori penelitian. 

3. Bab III Metode Penelitian  

Jenis penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan 

metode analisis data. 

4. Bab IV Pembahasan  

Bab ini berisi tentang deskripsi dari hasil penelitian serta analisis data 

beserta yang diperoleh dari hasil penelitian. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian, saran atau implikasi 

dari penelitian ini. 
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BAB V:  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda sample t-test 

dan uji mann-whitney yang telah diuraikan, maka dapat di simpulkan bahwa 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebagai berikut:  

1. Rasio efektivitas APBD tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini H0 diterima atau Ha ditolak. 

2. Rasio efisiensi APBD kini kinerja keuangan tidak terdapat perbedaan 

signifikan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini H0 

diterima atau Ha ditolak. 

3. Rasio kemandirian terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja 

pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 

2013-2017. Sehingga dalam hal ini H0 ditolak atau Ha diterima. 

4. Rasio Pertumbuhan PAD tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogayakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini H0 diterima 

atau Ha ditolak. 

5. Tingkat desentralisasi fiskal yang menduduki peringkat pertama yaitu Kota 

Yogyakarta sedangkan diperingkat terakhir yaitu Kabupaten Gunungkidul. 
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Dalam rasio desentralisasi fiskal tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogayakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini H0 diterima 

atau Ha ditolak. 

6. Rasio harmoni terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogayakarta (DIY) 

tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini H0 ditolak atau Ha diterima. 

B. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, peneliti sangat menyadari bahwa temuan-temuan 

yang dihasilkan belum secara sempurna menjawab semua permasalahan yang 

dibahas. Terdapat banyak keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu: 

1. Periode waktu yang relatif pendek yaitu 3 tahun, hal ini menjadikan analisis 

permasalahan kurang sempurna karena pembahasan suatu proses  

memerlukan periode waktu yang cukup. 

2. Metode pengukuran dalam analisis rasio keuanagn daerah yang digunakan 

dalam penelitian ini masih kurang. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menambahkan metode pengukuran sehingga menggambarkan 

kemampuan keuangan daerah yang lebih baik lagi. 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

diberikan peneliti untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya guna 

memperoleh hasil yang lebih baik adalah: 
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1. Bagi pemerintah daerah DIY diharapkan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha 

pemungutan pendapatsan asli daerah secara lebih intensif dan aktif, dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada 

untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio 

keuangan diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan 

keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran 

pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.  

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode 

penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian sebagai alat 

pengukurannya. 
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